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BAB i
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan sekarang ini bukan berarti Tanggung 

Jawab Pemerintah semata, akan tetapi merupakan Tanggung jawab bersama seluruh 

komponen Masyarakat Indonesia. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses 

Pembangunan Nasional, sedangkan Pemerintah sebagai pembimbing, pengarah serta 

menciptakan suasana yang saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi 

dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional saat ini yang diorientasikan dalam Dunia usaha dalam

berbagai bidang kehidupan termasuk dalam dunia penyiaran menunjukkan

perkembangan dan peningkatan yang cukup tajam dengan hadirnya beberapa media

Televisi swasta yang mewarnai persaingan dunia penyiaran saat ini yang semakin

menjamur. Dengan semakin meningkatnya persaingan global tersebut, maka

produktifitas dan efisiensi seluruh kekuatan melalui media Televisi Republik 

Indonesia (TVRI) perlu ditingkatkan, sehingga peran dan sumbangan dalam 

pembangunan Nasional dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat



Sebelum menyandang status Perseroan, TVRI berstatus Perusahaan Jawatan. 

(Perjan). Meskipun didalam pendiriannya melalui Peraturan Pemerintah 

Perjan tidak berstatus Badan Hukum. Sebab unsur dari Badan Hukum salah satunya 

adalah mempunyai harta yang terpisah sedangkan modal perjan harta kekayaan 

negara yang tidak terpisah atau tidak dipisahkan yang dikelola oleh Perjan dan 

dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional Perjan serta tidak

namun

terbagi atas saham-saham.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Televisi Republik Indonesia

(TVRI) terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka penyelenggaraan

jasa penyiaran kepada masyarakat. Usaha tersebut dilakukan dengan melakukan

pembenahan termasuk pengalihan bentuk Hukum TVRI dari bentuk Perusahaan 

Jawatan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 menjadi 

bentuk PT. TVRI (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002. 

Pendirian PT. TVRI (Persero) mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai Landasan utama, disamping itu juga 

mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan 

Perseroan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2001, oleh karena itu kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Negara 

pembinaannya langsung dibawah kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

Membicarakan eksistensi TVRI saat ini, terkait erat dengan berbagai 

perubahan Status Hukum yang teijadi selama stasiun ini berdiri, sehingga dalam 

sejarahnya TVRI telah mengalami tiga kali periodesasi status hukum dari tahun 1962

yang

2



hingga pada masa reformasi saat ini. Setelah cukup lama dirundung konflik internal, 

ketidakjelasan Status Hukum dan pendanaan, akhirnya terjadi penataan kembali 

status hukum TVRI oleh Pemerintah. Terhitung sejak 15 april 2003, TVRI resmi 

menjadi Perseroan yang ditandai dengan Penandatanganan Akta Pendirian dan 

Anggaran Dasar PT. TVRI (Persero) yang mempertegas Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 2002 yang hakikatnya merupakan izin prinsip mengenai pengalihan status 

dari Perusahaan Jawatan ke Perseroan Terbatas. Dengan penandatanganan akta

pendirian ini, maka berakhirlah status TVRI sebagai Perusahaan Jawatan dan berubah

menjadi PT. TVRI (Persero).

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia bisnis

termasuk dalam dunia penyiaran, perlu dilakukan langkah untuk meningkatkan 

efisiensi, daya saing dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin tajam. 

Dengan banyaknya badan-badan Hukum yang berbentuk Badan Hukum Publik 

maupun berbadan Hukum Privat saat ini yang merubah status hukumnya adalah 

merupakan salah satu langkah upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

perusahaan serta untuk memperoleh laba perusahaan. Televisi Republik Indonesia 

(TVRI) sebagai media Lembaga Penyiaran Televisi tertua di Indonesia yang selama 

ini merupakan lembaga penyiaran publik milik Pemerintah diharapkan dapat sejajar 

dengan media penyiaran televisi swasta lainnya seperti RCTI, SCTV, TPI, AN

TEVE, INDOSIAR, METRO TV, TRANSTV, TV 7, GLOBAL TV, LA TEVE dan

lain-lain.
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Sebelum menyandang status Perusahaan Jawatan, TVRI merupakan Status 

Hukum yang bersifat ganda, disatu sisi berbentuk Yayasan berdasarkan Keputusan 

Presiden RI No. 215/1963 tanggal 20 oktober 1963 tentang pembentukan Yayasan 

TVRI dengan Pimpinan Umum Presiden RI. Disisi lain sebagai Unit Pelaksana 

Teknis Direktorat Radio, Televisi dan Film Departemen Penerangan Republik 

Indonesia dengan terbitnya SK Menpen No. 55B/1975 dengan menejemen yang 

diterapkan berdasarkan menejemen perkantoran atau birokrasi yang kemudian 

diperbaharui dengan SK Menpen No. 230A/1984 tentang organisasi dan tata kerja 

Departemen Penerangan. Setelah beberapa waktu status TVRI mengambang setelah 

dihapuskannya Departemen Penerangan pada masa Presiden RI K.H. Abdurrahman 

Wahid, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2000 tentang

Perusahaan Jawatan TVRI. Tujuan pemerintah merubah status tersebut dalam upaya

meningkatkan daya saing dibidang pelayanan jasa penyiaran kepada masyarakat

secara luas pada era globalisasi sehingga dipandang perlu untuk mengalihkan bentuk 

satuan kerja insatansi Pemerintah tersebut menjadi suatu badan usaha pelayanan yang 

secara mandiri dan otonom mengelola manajemen instansinya dan perlunya memiliki 

landasan kerja guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan jasa penyiaran 

serta secara ekonomis disatu pihak dan diperolehnya manfaat uang sebesar-besarnya 

bagi rakyat, Bangsa dan Negara di lain pihak, maka perlunya mengalihkan 

Televisi Republik Indonesia menjadi suatu badan usaha pelayanan yang memiliki 

kewenangan otonomi yang lebih luas yang kemudian berubah status dengan 

keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk

status
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Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan 

Perseroan yang mengalihkan bentuk Perusahaan Jawatan Menjadi Perseroan Terbatas 

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan jasa penyiaran 

kepada masyarakat.

Mengingat keterbatasan pada pihak pemerintah dewasa ini sehingga TVRI 

diharapkan tidak lagi tergantung pada Anggaran Pemerintah, selama ini subsidi selalu 

diandalkan sehingga menjadikan TVRI cenderung “manja

Perseroan leroatas seoauai oerusanaan oeroaaan nuKum orivai meru... 
bentuk usaha kegiatan ekonomi yang cukup pesat sangat diminati dalam 
nerkembaneannva. seiain tanogung jawabnya yang bersilat terbatas. PT juga 
memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk 
mengalihkan perusahaannya kepada orang lain dengan meniual seluruh saham 
yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.'.

Setiap Badan Usaha tanpa melihat bentuk badan hukumnya mempunyai tujuan

utama untuk meningkatkan kemakmuran pemiliknya dengan cara melakukan kegiatan

ekonomi yang menghasilkan laba. Pada Perseroan Terbatas peningkatan kemakmuran

pemilik dicapai dengan pembagian deviden dan kenaikan harga saham yang

dimiliki2.

Berbeda dengan PT TVRI (Persero), dimana Pemerintah selaku pemegang 

saham 51 % yang dikeluarkan milik Negara melalui penyertaan modal secara

Ahmat Yani Dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, Rajawali Pers, Jakarta, 
PHJci r+Hlira» i. November 1999. hlm 1

2 Mocnaf H. Rcgar, Dewan Komisaris Peranannya sebagai Organ Perseroan, Bumi Aksara. Jakarta. F.disi 
1, Cetakan 1,2000, hlm 11
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langsung sesuai dengan prinsip Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1995.

Dengan adanya perubahan status ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja 

TVRI dalam persaingan saat ini sehingga mampu bersaing dengan lembaga penyiaran 

lainnya seiring dengan berkembangnya dunia Pertelevisian dituntut adanya suatu 

lembaga yang benar-benar professional serta tidak lagi menjadi beban Anggaran

Pemerintah.

Perubahan bentuk badan hukum TVRI ini. mengakibatkan perubahan-

perubahan kelembagaan dan dampak lain secara umum seperti pada struktur

organisasi, fungsi, kedudukan dan kewenangan sistem pada struktur organisasi dan

organ perusahaan serta tanggung jawab hukum Direksi dari Perjan Ke Perseroan

Terbatas. Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang

Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero) disebutkan dengan pengalihan bentuk tersebut maka

segala hak dan kewajiban, kekayaan, Pegawai Perusahaan Jawatan TVRi yang ada 

pada saat pembubaran beralih menjadi milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT. 

TVRJ (Persero), serta akibat hukum lainnya terkait dengan perubahan status Hukum. 

Disamping akibat hukum tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 

tidak menyebutkan Tanggung Jawab atas Perusahaan Jawatan terhadap perbuatan 

hukum Direksi Perjan TVRI yang dinyatakan bubar setelah pengalihan bentuk hukum 

menjadi Persero, hal inilah yang menjadi pertanyaan besar Penulis selain beberapa 

permasalahan lain yang akan diangkat didalam skripsi ini.
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat

permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Televisi

Terbatas Menurut PeraturanRepublik Indonesia Menjadi Perseroan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 “

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengalihan bentuk Perusahaan

Jawatan (Perjan) TVRI menjadi PT. TVRI (Persero) menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 ?

2. Bagaimanakah tanggung jawab Direki Perjan TVRI sebelum dan sesudah

perubahan status hukm menjadi PT. TVRI (Persero) ?

3. Bagaimanakah kedudukan hukum TVRI daerah setelah menjadi PT.

TVRI (Persero) ?

4. Bagaimanakah akibat hukum setelah pengalihan bentuk hukum dari 

Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI menjadi PT. TVRI (Persero) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pada umumnya sebagai sarana untuk memperoleh data 

normatif dan data empiris tentang Pengalihan Bentuk Hukum Perjan TVRI Menjadi 

PT. TVRI (Persero), tanggung jawab terhadap perbuatan hukum Direksi Perusahaan
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IJawatan TVRI yang dinyatakan bubar setelah pengalihan bentuk hukum menjadi 

Peseroan Terbatas dan kedudukan hukum TVRI daerah setelah pengalihan bentuk 

hukum serta akibat hukum lain berkaitan dengan perubahan status tersebut. Hal-hal 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengalihan bentuk Perusahaan 

Jawatan (Perjan) TVRI menjadi P I. IVR1 (Persero).

Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap perbuatan hukum Direksi 

Perusahaan Jawatan TVRI yang dinyatakan bubar setelah pengalihan bentuk

1.

2.

hukum menjadi PT. TVRI. (Pesero).

Untuk mengetahui kedudukan hukum TVRI daerah setelah pengalihan bentuk*>

hukum menjadi PT. TVRI (Persero)

Untuk mengetahui akibat hukum setelah perubahan status tersebut.4.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Dari aspek Akademis - Teoritis1.

Diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang

hukum, khususnya Hukum Perusahaan.

2. Dari Aspek Sosial - Praktis.

Diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan memberikan masukan bagi 

pihak Televisi Republik Indonesia atau PT. TVRI (Persero).
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ID. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap pembahasan permasalahan dalam Skripsi ini 

dibatasi pada masalah Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Bentuk Perusahaan 

Jawatan TVRI menjadi PT. TVRI (Persero).

E. Metode Penelitian

1. Bahan / Materi Penelitian

Bahan yang didapat dalam penulisan ini dibedakan menjadi :

a. Data Primer diperoleh pada lokasi dan subjek penelitian yang bersumber

pada informasi dari sumber pertama yang diolah secara langsung di

lapangan meliputi PT. TVRI (Persero) Cabang Sumatera Selatan di

Palembang dan PT. TVRI (Persero) Pusat Jakarta di Jakarta

b. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara

penelusuran melalui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan

dengan masalah ini seperti Literatur -literatur. Karya-karya ilmiah dan

Dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan masalah yang dibahas, 

c. Data Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan 

ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain ; kamus besar

Bahasa lnbdonesia, kamus hukum/
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I2. Alat Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data berupa wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat 

terstruktur dan tidak terstruktur (wawancara Bebas).

3. Analisis Data

Jalannya penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan dilakukan secara langsung 

dan hanya memuat secara garis besar dari suatu masalah

cara

kepada

merekam hasilResponden, selanjutnya peneliti mencatat dan/atau

tersebut. Data-data >ang dikumpul diteliti dan dikelompokkanw auaneara

menurut pokok permasalahan. Selanjutnya data tersebut dihubungkan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini.

literatur-literatur dianalisis secara kualitatif deskriptif sehingga

mendapatkan suatu kesimpulan serta perumusan rekomendasi.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 52
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Tentang Pendirian PerusahaanPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000

Jawatan TVRI

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2001 Tentang Pengalihan kedudukan, tugas 
dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan, Perusahaan 
Umum, dan Perusahaan Jawatan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik 
Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2001 Tentang Pengalihan kedudukan, tugas 
dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan, Perusahaan 
Umum, dan Perusahaan Jawatan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik 
Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan bentuk Perusahaan 
Jawatan (PI-.RJ AN) Icle\isi Republik Indonesia menjadi Perusahaan 
Perseroan (PHRSKRO)
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